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ABSTRAK

MHD.Ghaffar Affandi . Tinjauan Efektivitas Penerimaan Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
Pembimbing . Yuki Fitria, S.E.,M.M.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Efektivitas Penerimaan Retribusi
Pengujian Kendaraan bermotor di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini
dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Jl. Pertanian, Aua
Kuniang Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana
adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dalam hal ini data
primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Dinas Perhubungan Kabupaten
Pasaman Barat. Dan data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten
Pasaman Barat berupa data target dan realisasi tahun 2017 sampai dengan tahun
2021. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Pasaman Barat mengenai Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Tingkat dan kriteria
efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas
Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun
2021 belum efektif dikarenakan realisasi penerimaan tidak pernah mencapai target
yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat. Tingkat
efektivitas tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar 85,6% dikategorikan kurang
efektif dan setiap tahun tingkat efektivitasnya selalu mengalami penurunan,
tingkat efektivitas terendah berada pada tahun 2021 sebesar 15,6% dikategorikan
tidak efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara republik Indonesia sebagai negara yang dalam pemerintahannya
menganut asas desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat
sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat, didasarkan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 merupakan landasan yang kuat
bagi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 bahwa pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan
kewajiban untuk mengatur urusan tertentu yang berhubungan dengan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk memudahkan
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga
masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD), selain itu otonomi daerah juga digunakan untuk meningkatkan
persaingan yang sehat antar daerah untuk mendorong terciptanya inovasi.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah
mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat, baik keuangan maupun non keuangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Kemampuan suatu daerah untuk
menjalankan otonomi tidak lepas dari pembiayaan kegiatan yang dilakukan untuk

menjalankan roda pemerintahannya. Dengan otonomi daerah dimungkinkan untuk



mencari alternatif kegiatan pembiayaan tanpa mengurangi harapan bahwa masih
ada bantuan dari pemerintah pusat dan masyarakat sebagai prioritas. Setiap daerah
memiliki tanggung jawab untuk mencari dan menggali sumber keuangannya
sendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
menjaga keseimbangan dan keselarasan lingkungan.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah otonomi yang
menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk
jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk menyelenggarakan pemerintahan
dan mewujudkan pembangunan diperlukan ketersediaan dana yang cukup besar
dan disamping itu harus dengan kekuatan daerah sendiri selain aturan dari
pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus
mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan salah satunya
adalah pendapatan asli daerah (PAD). Daerah memiliki pendapatan asli daerah
(PAD) yang dapat menjadi pendapatan utama untuk menyelenggarakan seluruh
kegiatan pemerintahan, dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang semakin besar
maka daerah akan mampu untuk menjalankan dengan baik otonominya. Menurut
Mardiasmo (2002) dalam Dahlia pendapatan asli daerah (PAD) adalah
penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
PAD yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pendapatan
asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber alam yang ada di
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah



daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki
kontribusi dan potensi yang besar di kabupaten Pasaman Barat adalah retribusi
daerah. Menurut Darwin, (2016:165) retribusi daerah adalah pungutan sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau
diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan yang
dilakukan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan atau
disediakan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi yaitu orang pribadi atau
badan. Menurut Darwin (2010:167) terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu
Retribusi Jasa Umum vyaitu objek retribusi jasa umum berupa pelayanan yang
diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan
manfaat yang dapat dinikmati baik oleh perorangan maupun badan. Retribusi jasa
umum diantaranya vyaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan
persampahan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil,
retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parker
di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan
bermotor. Retribusi Jasa Usaha adalah objek retribusi jasa usaha berupa jasa yang
diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial. Prinsip
komersial yang dimaksud adalah berupa pelayanan dengan memanfaatkan aset
ataupun kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan

oleh pemerintah daerah yang belum disediakan secara memadai oleh pihak



swasta. Retribusi jasa usaha diantaranya yaitu retribusi pemakaian kekayaan
daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan,retribusi tempat pelelangan, retribusi
terminal, retribusi tempat khusus parkir. Retribusi Perizinan Tertentu adalah objek
retribusi perizinan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang ,
penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, serta fasilitas
tertentu dalam rangka melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian
lingkungan. Retribusi perizinan tertentu diantaranya yaitu retribusi izin
mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.
Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu unsur
penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah
guna mendukung pembangunan yang akan terjadi di masa yang akan datang untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era
sekarang. Menurut Ahmad (2009:73) retribusi pengujian kendaraan bermotor
adalah serangkaian kegiatan untuk menguji dan memeriksa bagian kendaraan
bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus untuk
memenuhi persyaratan teknis laik jalan. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten Pasaman Barat,
yang turut serta dalam membiayai program pembangunan daerah dan kebutuhan
untuk menjalankan pemerintahan. Jumlah kendaraan di kabupaten Pasaman Barat
yang terus meningkat setiap tahunnya membuat pelayanan pengujian kendaraan

bermotor terus berjalan sehingga menghasilkan pendapatan bagi dinas



perhubungan. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan retribusi
pengujian kendaraan bermotor:

Tabel 1.Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2021

Tahun Target Realisasi Presentase
2017 349.950.000 140.894.800 40,3%
2018 260.000.000 222.585.200 85,6%
2019 749.980.000 264.295.200 35,2%
2020 799.960.000 221.723.000 27,7%
2021 800.000.000 125.124.000 15.6%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi
pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat
belum terealisasi dengan baik. Pada tahun 2017 realisasi yang di dapatkan masih
jauh dari target yang ditentukan yaitu Rp.140.894.800 tetapi apabila dilihat pada
tahun 2018 presentase penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor
mengalami  kenaikan yaitu mencapai 85,6% dengan jumlah realisasi
Rp.222.585.200 sedangkan target anggarannya mengalami penurunan menjadi
Rp.260.000.000. Kemudian apabila dilihat pada tahun 2019 sampai 2021
realisasinya kembali mengalami penurunan sedangkan target anggarannya
mengalami kenaikan yang cukup signifikan tiap tahunnya.

Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pengujian
kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mengalami
penurunan, kecuali pada tahun 2018 penerimaan retribusi pengujian kendaraan

bermotor hampir mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui bahwa



kendaraan yang di uji oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat belum
sesuai dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis
tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Efektivitas Penerimaan Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Pasaman Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang
akan diteliti meliputi :

1. Bagaimana efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor pada

Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman
Barat dalam meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan
bermotor?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan
dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat dalam meningkatkan penerimaan retribusi pengujian
kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman

Barat.



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Peneliti

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan peneliti mengenai efektivitas penerimaan retribusi
pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Pasaman Barat.

b. Meningkatkan kemampuan dalam berfikir dan menambah wawasan
terkait tentang penerapan teori yang sebelumnya diperoleh dari mata
kuliah.

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam membuat kebijakan
mengenai pemungutan retribusi khususnya bidang retribusi pengujian kendaraan
bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta dapat

menjadi referensi bagi peneliti sejenis dengan permasalahan yang sama.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Pasaman Barat mengenai Tinjauan Efektivitas Penerimaan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, penulis dapat menyimpulkan

bahwa :

1. Tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan
bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dari tahun
2017 sampai dengan tahun 2021 belum efektif dikarenakan realisasi
penerimaan tidak pernah mencapai target yang di tentukan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat. Tingkat efektivitas tertinggi
berada pada tahun 2018 sebesar 85,6% di kategorikan kurang efektif dan
setiap tahun tingkat efektivitasnya selalu mengalami penurunan, tingkat
efektivitas terendah berada pada tahun 2021 sebesar 15,6% dikategorikan
tidak efektif.

2. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat
untuk meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor
yaitu dengan cara melakukan uji kir keliling, melakukan pembayaran
online atau non tunai dengan smartcard, bekerja sama dengan kepolisian
untuk melakukan operasi gabungan, melakukan pemeriksaan kendaraan,

dan melakukan sosialisasi.
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B. Saran
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka saran bagi Dinas
Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan penerimaan

retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk pelaksanaan uji kir keliling diperbanyak dan cakupan
wilayahnya diperluas lagi agar lebih mudah dijangkau.
2. Disarankan untuk meningkatkan ataupun mengembangkan pelaksanaan

sosialisasi seperti menggunakan layanan sosialisasi online.
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